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BAB IV   

PENUTUP 

 

4.1  KESIMPULAN 

4.1.1  Pengaturan Pembatasan Kasasi dalam Peradilan Pidana 

Indonesia 

Pengaturan pembatasan kasasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 

sudah di atur sedemikian itu dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Mahkamah Agung tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Mahkamah Agung ini tidak serasi (inkonsistensi) dengan Pasal 244 sampai 

258 KUHAP yang juga mengatur tentang permohonan kasasi. Selain itu, jikapun 

dalam putusan hakim yang terhadapnya tidak dapat dimohonkan kasasi itu terhadap 

kesalahan, kekhilafan, dan kekeliruan yang dapat menyebabkan kerugian hak 

konstitusional pemohon, maka pemohon masih di mungkinkan untuk mengajukan 

upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung yang 

berwenang memperbaiki kekeliruan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 

2004. Berdasarkan Pasal 244, terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada 

tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau 

penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada 

Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas. Putusan pengadilan negeri 

dalam perkara-perkara tindak pidana ringan ( perkara yang diancam pidana penjara 

atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak tujuh ribu lima 

ratus rupiah dan penghinaan ringan ), dan perkara lalu lintas. Terhadap kedua 

macam putusan ini, tidak dapat diajukan banding melainkan dapat langsung 

mengajukan kasasi, kecuali pidana terhadap perampasan kemerdekaan dapat 

diajukan banding. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung 

tidak menerapkan Asas Equality Before the law sehingga pengaturan kasasi di 

KUHAP diabaikan. 

4.1.2  Pembatasan Kasasi dalam Tindak Pidana Ringan Perspektif 

HAM 

Putusan pengadilan didefinisikan oleh Pasal 1 butir 11 KUHAP sebagai 

pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat 

berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam membuat 

putusan pengadilan, hakim dapat saja melakukan kesalahan atau kekeliruan yang 

dapat mencederai hak asasi manusia, seperti hak setiap orang untuk mendapat hak 

atas peradilan yang adil dan jujur yang dijamin pada Pasal 28D UUD RI 1945. 
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Untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan dalam putusan pengadilan, setiap 

orang dapat mengajukan upaya hukum demi tegaknya hukum, kebenaran serta 

keadilan. Upaya hukum merupakan hak bagi terpidana atau penuntut umum untuk 

menerima atau menolak putusan pengadilan. Setiap orang tanpa diskriminasi 

(Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 17) berhak memperoleh keadilan dan 

untuk memperolehnya dilakukan dengan cara mengajukan permohonan, pengaduan, 

dan gugatan, baik dalam perkara perdata, pidana, maupun administrasi. Tujuannya 

adalah untuk memperoleh putusan yang adil dan menerapkan asas equality before 

the law. 

 

4.2  SARAN 

Dalam rangka penyusunan RKUHAP, terkait Pembatasan Kasasi dalam 

tindak pidana ringan atau hukuman dibawah 1 tahun yang telah diatur didalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 45 ayat (2) seharusnya dikaji kembali, 

dikarenakan Penghargaan akan hak-hak terdakwa sebagaimana diakomodir dalam 

Pancasila sila Kedua, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang HAM  

ketika unsur kesalahan tidak mampu dibuktikan. Terdakwa berhak untuk 

mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 68 jo. Pasal 95 ayat (1) KUHAP sehingga hak-

haknya dipulihkan. 


